BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi ditegaskan bahwa Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah golongan
retribusi Jasa Umum, sehingga perlu diatur pedoman umum
penyelenggaraannya;

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012
telah ditetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi
Daerah dan untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraa
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438});

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

6. Undang — Undang ...



6.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karo Nomor 01);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 02);

15. Peraturan ...



Menetapkan :

15.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

16.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

17.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  Perangkat Daerah  Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);

18.Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 05);

19.Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 06);

20.Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 07);

21.Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 30);

22 Peraturan Bupati Karo Nomor 285 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06
Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013
Nomor 25);

23.Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun

2012 Nomor 30)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pedoman umum penyelenggaraan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini adalah sebagai berikut:
(1) Retribusi Jasa Umum yang meliputi:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;

C. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;

d. Retribusi ...



Retribusi Pelayanan Pemakaman;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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(2) Retribusi Jasa Usaha yang meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Terminal,

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:;
Retribusi Tempat Pelelangan; dan

g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

MR ReER

(3) Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retribusi Izin Gangguan; dan

Retribusi Izin Trayek.

poop

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
_~-pada tanggal 30 pessapee w2

FERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 3¢ Deésempse- ¥

SEKRETARIS DA ABUPATEN KARO,

KAMPERAS/TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR %79



